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ABSTRAK

Muh Ichwan. 2020. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Banjir Di
Kahu;naten Jeneponto yang d] bunh' oleh Bapak Ansyari Mone selaku
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Kata Kunci : Kebijakan Penanganan Banjir Jeneponto
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Republik Indonesia adalah salah satu dari sekian negara yang memiliki

wilayah lautan yang lebih luas darid@amitani Secara teritoris, wilayah lautan
a Indonesia memiliki

orafis Indonesia
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kehidupan manusia, baik kerugian harta benda maupun korban jiwa manusia.

Selain itu menurut mendefinisikan bencana sebagai kekuatan alam yang bukan di
bawah kontrol manusia dan menyebabkan bencana yang menimbulkan kerusakan
dan kematian. Penyebab bencana alam dapat dibagi menjadi dua yaitu bencana

alam vang disebabkan alam itu sendiri seperti gempa bumi, (sunami, letusan

gunung berapi. angin puting beliung, dan lain-lain. Sedangkan bencana alam yang
disebabkan oleh aktivitas manusia yaitu banjir, kebakaran hutan, wabah penyakit,




ledakan hama, dan lain-lain. Terjadinya bencana alam sudah pasti membawa
konsckuensi bagi manusia, dan lingkungannya. Kerentanan terhadap bencana

alam dapat disebabkan karena kurangnya manajemen bencana yang tepat, dampak
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dipanen dan meluluhlantakkan perumahan dan permukiman, tetapi juga merusak
fasilitas pelayanan sosial ekonomi masyarakat dan prasarana publik, bahkan
menelan korban jiwa. Kerugian semakin besar jika kegiatan ekonomi dan
pemerintahan terganggunya. bahkan terhentinya. Meskipun partisipasi masyarakat
dalam rangka penanggulangan banjir sangat nyata. terutama pada aktivitas

tanggap darurat, namun banjir menyebabkan tambahan beban keuangan negara,




terutama untuk merehabilitasi dan memulihkan fungsi parasana publik yang rusak
(Nurhaimi, 2014).
Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Selatan

yang sering mengalami bencana banjir. Bahkan banjir sudah menjadi bencana

2\
geografis daerah Jenepor
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itu sendiri karna sudah ada instansi yang bertugas dalam penanganan bencana

(Banjir) ketika terjadi di Jeneponto. Namun perda ini dibuat ditahun yang dimana
daerah Jeneponto sedang dalam keadaan yang stabil dan tidak ada bencana seperti
banjir sehingga perda ini belum bisa di evaluasi dari segi kinerja karna ini

berhubungan dengan pembentukan sebuah instansi.




Kemudian perda No 2 tahun 2013 ini yang menjadi kebijakan pemerintah
dalam penanganan banjir karna perda tersebut berkenaan dengan pembentukan

BPBD yang secara otomatis menajdi instansi yang menangani persoalan banjir,

ditahun 2019 awal perda ini diuji dengan béncana banjir yang melanda Jeneponto

dipaparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan suatu rumusan masalah
sebagai berikut: Bagaiamana Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan

Banjir di Kabupaten Jeneponto,




C. Tujuan Penelitian
Sehubung dengan rumusan masalah penelitian ini, maka dapat ditetapkan
tujuan penelitian, yaitu: Untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam

Penanganan Banjir Di Kab Jeneponto.

D. Manfaat Penelitian
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BABII
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

contoh penelitian yang
2 Sehingga penulis dapat

memahami serta menganalisis peran pemerintah terhadap banjir di kota

samarinda. Serta untuk mengetahui dan memahami apa saja upaya
yang sudah atau  yang telah dilakukan pemerintah dalam
menanggulangi banjir di kota samarinda.

3. Andina Fuji Astuti dan Hadi Sudarsono. Analisis Penanggulangan

Banjir Sungai Kanci. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk




menemukan solusi dari bencana banjir yang terjadi di daerah tersebut.
Penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil data sekunder berupa

peta DAS dan data curah hujan daerah tersebut. Penelitian ini
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kerugian materi serta merenggul korban jiwa dan merusak sarana prasarana yang
sudah ada di sekitar DAS.

Penelitian diatas memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu
membahas mengenai pelaksanan dan penanggulangan bencana dan peran

pemerintah dalam penanggulangan bencana alam namun perbedaanya dengan




penelitian ini yaitu pada penelitian ini lebih mengarah atau fokus pada Evaluasi

Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Banjir di Kabupaten Jeneponto.

B. Konsep Evaluasi Kebijakan

1. Konsep Evaluasi Kebijakan

.....

bersifatkuantitatif. Evaluasi merupakan penilaian terhadap data yang
dikumpulkan 26 melalui kegiatan asesmen (Kumano 2001).

Evaluasi adalah penilaian terhadap sesuatu. Jadi dengan mudahnya kata
evaluasi itu harus dilengkapi dulu dengan objek yang dinilai. Secara garis besar
dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu.
Selain dari itu. evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses merencanakan,

memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat




alternatif-alternatif keputusan (Abdullah 2014). Dengan demikian, Evaluasi
merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat
keputusan sampai sejauh mana (ujuan-tujuan pengajaran telah dicapai
(Purwanto 2002).
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iman (1990)
dalam (Zakky, 2019) berpendapat bahwa evaluasi dapat diketahui berdasarkan
pada tujuannya, terdapat dua jenis evaluasi yaitu evaluasi sumatif dan evaluasi
formatif. Evaluasi formatif adalah yang dinyatakan sebagai upaya untuk
memperoleh feedback perbaikan program, sementara evaluasi sumatif adalah

upaya untuk menilai menfaat dari suatu program dan mengambil keputusan.
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Evaluasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) evaluasi adalah

suatu penilaian dimana penilaian ditunjukan pada orang vang lebih tinggi atau

yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya
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dengan penilaian untuk tjuan pengendalian pelaksanaan, agar
pelaksanaan sesuai dengan yang telah direncanakan dan ditetapkan.
Pengawasan juga sering dipahami sebagai * on going evaluation *
atau * formative evaluation ™.

2) Evaluasi kebijakan merupakan pemberian nilai terhadap pencapaian

kinerja implementasi. Evaluasi akan dilaksanakan setelah kegiatan
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“selesal dilaksanakan" dengan dua pengertian “selesai”. vaitu

pengertian aktu (mencapai/melewwati “tenggat waktu”) atau selesai

dalam pengertian kerja (“pekerjaan tuntas™).
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demikian berdasarkan pemikiran Rosenbloom ini dapat disimpulkan bahwa
evaluasi kebijakan dibutuhkan untuk kepentingan implementasi kebijakan itu
sendiri (Kemengian, 2015).

Menurut pendapat (Wijayanto, 2020) mengemukakan bahwa evaluasi
kebijakan publik adalah Suatu bentuk proses yang digunakan untuk menilai
seberapa jauh adanya suatu kebijakan publik dapat memiliki nilai guna, yaitu
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dapat dengan cara membandingkan antara hasil yang diwujudkan dengan tujuan
maupun target kebijakan publik yang telah direncanakan atau ditentukan.
Evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang dirancang untuk menilai atau

mengukur manfaat dari suatu kebijakan atau program-program pemerintah yang

dilaksanakan melalui sub-sub - /\ ih spesifik. Kegiatan evaluasi

N\

apa tugas evaluasi dan bagaimana di lakukan, dengan kata lain tujuan dan

prosedur evaluasi. Berikut ini akan dibicarakan beberapa pendekatan evaluasi dan

setiap pendekatan meberikan petunjuk bagaiman memperoleh informasi yang
berguna dalam beberapa kondisi. Adapun beberapa pendekatan  dalam

(Mustopadijaja, 2003) yaitu:




1. Pendekatan Experimental
Pendekatan Experimental merupakan evalusia yang berorientasi
pada penggunaan experimental science dalam program evaluasi.

Pendektan ini berasal dari kontrdheksperimen yang biasanya dilakukan
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a. Model Helmut Wollman (2007).
Menurut Wollman (2007) dalam (Wijayanto, 2020) terdapat 3 lipe
evaluasi kebijakan yaitu Ex-ante evaluation, Ongoing evaluation dan
Ex-post evaluation.
1. Ex-ante evaluation. Adalah evaluasi kebijakan yang dilakukan

sebelum kebijakan diimplementasikan. Secara hipotetik evaluasi

tipe ini ditujukan untuk mengantisipasi dan memberikan penilaian
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awal tentang perkiraan efek atau dampak serta konsekuensi dari
kebijakan yang direncanakan atau telah ditetapkan. Tujuannya
adalah memberikan informasi yang relevan dengan kebijakan atau

dengan proses pembuatan kébijakan yang sedang berjalan. Ex-ante

evaluation /\
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penilaian terhadap tingkat pencapaian tujuan serta dampak dari
kebijakan yang telah dilaksanakan. Ini juga merupakan evaluasi

hasil kebijakan.




b. Model Lester dan Steward, Jr (2000)
Lester dan Steward mengkategorisasi evaluasi kebijakan menjadi

empat tipe. Adapun tipe atau model yang dikemukakan adalah

FE
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sistematis yang melihat secara objektif program-program kebijakan yang
ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana
tujuantujuan yang ada telah dinyatakan telah tercapai,
d. Model Jones
Secara umum menurut Jones (1984) evaluasi kebijakan merupakan

suatu kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan,




16

menyangkut substansi, implementasi dan dampaknya. Menurut Jones
kemudian bahwa evaluasi kebijakan dimaknai dari bagaimana evaluasi

kebijakan itu dikategorikan dalam pemerintahan yaitu mengarah pada

ey

ol ﬁh ;
""@ <

\\\\\\\lm//

N \r,

kebijakan yang dilakukan, mengarah pada perluasan lebih lanjut
bagi badan-badan tersebut.

3. Substaniive evaluation (evaluasi yang substantif atau bersifat
nyata). Yaitu evaluasi yang dilakukan untuk melihat apakah
kebijakan atau program yang dilakukan telah mencapi tujuan yang

telah ditetapkan baik secara hukum maupun dalam detail
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kebijakan yang ingin dicapai selanjutnya, serta apa dampak
kebijakan atau program tersebut bagi persoalan yang dituju.

e. Model William N. Dunn (1990)

Dunn dalam (Gustiance, 2009) evaluasi dapat disamakan dengan

antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari
ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan
biaya per unit produk layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas
tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

c. Perataan yang dimaksud adalah manfaat dan biaya dari kegiatan

terdistribusi secara proporsional untuk aktor-aktor yang terlibat.
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d. Ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan
sesuatu  gerak kesesuatu serangan sesuai dengan fujuannya.
Ketepatan adalah suatu suatu keadaan di mana tujuan program atau

hasil yang diharapkan sesuaidengan prioritas dari pemerintah.

....... asil
‘“‘UWJ
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yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik vang di
tentukan, Selanjutnya menurut Anderson di kutip dari (Kawengian,
2015) pada dasammya evalusi kebijakan adalah * The appraisal or
assesment  of publicy, including its content implementation

andimpact .
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Evaluasi dapat diartikan sebagai suvatu kegiatan yang
menyangkut penilaian atau menguji sebuah kebijakan termasuk isi,
implementasi dan dampak dari kebijakan tersebut. Evaluasi

kebijakan merupakan suatukegiatan yang bersifat fungsional yaitu

evaluasi kebijaks

---------

harmoni dari pihak-pihak yang berkenflik, maupun menciptakan
insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan
perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut
(Ramdhani, 2017).

Dan dalam kamus ilmiah populer mendefinisakan

Efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau
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menunjang tujuan. Efektifitas merupakan unsur pokok untuk
mecapai tujuan atau sasaran vang telah di tentukan di dalam setiap
organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila
tercapai tujuan ataupun sé@saran seperti yang telah ditentukan
{Rosalina, 2012).

ip dari (Murdiyanto,

P s *'Q,q 4)
\\\\uin,////

murah. Sedangkan menurut KBBI kata efisiensi didefenisikan

sebagai ketepatan cara dalam melakukan sesuatu dan kemampuan
dalam melaksanakan tugas denan baik dan tepat tanpa membuang
waktu, biaya serta tenaga. P. Hasibuan di kutip dalam (Rosalina,
2012) mendefenisiskan Efisiensi merupakan sebagai perbandingan

yang terbaik anatar input (masukan) dengan output (hasil antara
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keuntungan dengan sumber sumber yang digunakan), seperti juga
hasil optimal yang diperoleh dengan penggunaan sumber yang
terbatas. Atau dapat dikatakan sebagai hubungan antara apa yang

telah diselesaikan.

merupakan suatu konsep yang menyangkut kemampuan aparatur
negara dalam menghadapi dan mengantisipasi aspirasi baru,
perkembangan baru, tuntunan baru, dan pengetahuan baru.
sehingga suatu birokrasi harus merespon secara cepat agar tidak
tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai

penyedian pelayanan (Herdini, 2020).




C. Konsep Penanganan Banjir

Banjir adalah peristiwa tergenangnya daratan vang biasanya kering oleh

karena volume air pada suatu badan air meningkat. Banjir dapat terjadi karena

sangat merugikan.
1. Mitigasi Penanganan Banjir

Mitigasi Bencana Banjir dapat merupakan suatu bencana apabila banjir
tersebut mengakibatkan terganggunya aktivitas manusia. Oleh karena itu,
bencana banjir tidak hanya merupakan masalah fisik saja tetapi mencakup
banyak aspek sosial-ekonomi dan keschatan masyarakat. Peta kerawanan




banjir dapat dijadikan dasar dalam mitigasi bencana banjir, dalam tahap

kesiapsiagaan (preparedness). serta rekonstruksi dan pembuatan tanggul atau

bendung dalam penanganan/pengurangan ancaman banjir tersebut,dalam

Departemen Dalam Negeri, serta Departemen Pekerjaan
Umum.
b. Sosialisasi peta daerah rawan banjir dan pemberdayaan
masyarakat. Sosialisasi ini melibatkan Departemen/Dinas ‘

Sosial, Bakornas PBP/ Satkorlak PBP/Satlak PBP.
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Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kehutanan dan

instansi terkait lainnya.

¢. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Banjir Pencegahan dan

banjir sampai saal ini masih mengandalkan upaya konvensional yang berupa
rekayasa struktur di sungai (in stream) yang mempunyai keterbatasan, bersifat
represif dan kurang menyentuh akar permasalahan,Selain itu upaya mengatasi
masalah banjir sampai saat ini tidak seimbang dengan laju peningkatan
masalah yang terus meningkat dari tahun ketahun (Anggita S. A., 2020).




D. Kerangka Pikir
Kerangka teoritis (pemikiran) merupakan sintesa dari serangkaian teori
yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang menjadi acuan penelitian yang

pada dasarnya merupakan gamba

memberikan solusi atau _g

TIT KArD




26

Bagan Kerangka Pikir

Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Banjir Di Kabupaten

Jeneponto

—.«pS MUHg,,
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Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan penulis, kemudian akan
dideskripsikan seperti berikut:
I. Efektifitas adalah berkenaan dengan apakah suatu alternative
mencapai hasil, artinya pendekatan yang dipake mengukur sebuah
keberhasilan kebijakan yang dilakukan pemerintah Jeneponto dalam

penanganan banjir.
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2. Efesiensi adalah berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan

untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu, pendekatan ini juga
mengukur sumber dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah




BAB 1
METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pafata

April 2021 di Kantor angan, Bencana Daerah (BPBD)

Tentang Evaluasi |

Alasan pe ./‘/'\'l\s MUHA# ) salah satu
i /‘,‘%6 /h‘?o

- We
/’f x

.Q R .
2, ’\ //"’l!\“\\\ »
% <! \\ ﬂ”i

(Sugiyono, 2012).

Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan
terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam
memahami bahasa dan tafsiran mereka. Untuk itu peneliti harus terjun
dalam lapangan dalam waktu yang cukup lama.

28




2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif yang berupaya

menggambarkan secara umum dengan fakta yang ada untuk menjawab

Data sekunder, adalah sumber data pendukung yang diperlukan
untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan
sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait
dengan objek yang dikaji, data sekunder terutama diperoleh melalui

dokumentasi.
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D. Informan Penelitian
Metode pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan
teknik purposive sampling, artinya teknik penentuan sumber data
mempertimbangkan terlebih dahuldy bukan diacak. Artinya menentukan

¢ relevan dengan fenomena

penelitian. Misalg un, tentang  kebijakan
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3. " Masyarakat/ Wartawan
Jeneponto

4. Alam Dg Ngalle AN I Tokoh Masyarakat

5. Bakri BK L Masyarakat

6. Ahmad Wildan AW L Masyarakat

7. Abdullah Muhtar AM L Masyarakat

(Sumber: Purpose Sampling Informan 202])
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E. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang relevan, penelitian ini menggunakan
tiga teknik pengumpulan data yakni :

1. Teknik Observasi

Pemerintah Dalam Penanganan Banjir Di Kab Jeneponto.
3. Dokumentasi

Teknik ini merupakan pengumpulan data melalui dokumen-
dokumen atau buku-buku atau hasil-hasil penelitian yang relevan dengan
Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Banjir Di Kab
Jeneponto sehingga menunjang kerelevenan data. Metode dokumentasi
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digunakan untuk mengungkap serta melengkapi informasi yang erat

kaitannya dengan pokok dari permasalahan.

F. Teknik Analisis Data

||||||

secara lebih mudah.
3. Penarikan kesimpulan (conclusion Drawing)

Langkah terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan.
Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah
vang dirumuskan sejak awal namun juga tidak, karena masalah dan

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan

berkembang setelah peneliti ada dilapangan. Kesimpulan penelitian
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kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada yang

berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya belum Jelas menjadi

jelas.

G. Pengabsahan Data

'I
u/ //:/ /
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T1irT1 )

membandingkan apa yang dikataka

pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen,
2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik diartikan sebagai penguji kreadibilitas data yang
dilakukan dengan cara mengontrol data pada sumber yang sama dengan
menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari

hasil wawancara, kemudian dicocokkan dengan hasil observasi dan




dokumen. Apabila dengan teknik pengujian kreadibilitas data tersebut
masi menimbulkan hasil data yang berbeda-beda, maka peneliti akan
melakukan diskusi yang lebih mendalam dengan sumber data yang.

berkaitan atau yang lain guna meméstikan data yang dianggap benar atau

Lie |5 T
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BABIV
HASIL PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Terbentuknya Kab
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sebagai lembaga representatif masyarakat Turatea. Mundurnya Karaeng

Binamu dari tahta sebagi wujud perlawanan terhadap pemerintah kolonial
Belanda Lahimya Undang Undang No. 29 Tahun 1959 Diangkatnya kembali
raja Binamu setelah berhasil melawan penjajah Belanda.

Kemudian tahun 1863, adalah tahun yang bersejarah yaitu lahirnya

Aldeling Negeri- Negeri Turatea setelah diturunkan oleh pemerintah Belanda
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dan keluarnya Laikang sebagai konfederasi Binamu. Tanggal 20 Mei 1946,

adalah simbol patriotisme Raja Binamu (Mattewakkang Dg Raja) yang

meletakkan jabatan sebagai raja yang melakukan perlawanan terhadap

\\\\\um,///

sampai dengan 150 m diatas permukaan laut.
3. Pelabuhan yang besar yang terletak di Desa Bungeng,

Luas wilayah Kabupaten Jeneponto tercatat 749,79 Km persegi yang
meliputi 11 Kecamatan, 31 kelurahan dan 82 Desa. Kabupaten Jeneponto
terletak di ujung bagian barat wilayah Propinsi Sulsel yang jarak tempuhnya

dari kota Makassar sekitar 90 Km.
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Kabupaten Jeneponto berbatasan langsung dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten

AiFf'

N\

L

N\

3. Pemerintahan Kabupaten Jeneponto

Salah satu langkah dalam managemen pada umumnya dan juga
menagemen perencanaan adalah perumusan visi organisasi agar setiap anggota
yvang ada di dalam memahami arah dari tujuan yang akan dicapai bersama.
Pernyataan visi kantor Bupati Jeneponto akan dapat membantu setiap pejabat dan
aparatur untuk dapat menilai kinerja masa lalu dan mengindentifikasi langkah

penting untuk dilakukan di masa depan. Pernyataan visi kantor Bupati Jeneponto
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diharapkan mampu menciptakan Konsensus dari setiap srakeholders. Sehingga

mercka memiliki komitmen yang tinggi dan mencurahkan segala daya dan

kemampuan demi terciptanya cita cita oragnisasi khusunya dalam pembangunan

secara merata.

5. Meningkatakan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber daya
daerah dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan investasi yang
berkeadilan.

6. Mewujudkan tata kelola keungan daerah yang efektif, efesien. produktif,
transparan dan akuntabel.
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7. Meningkatkan kualitas beragama dan nilai nilai budaya.

8. Menegakan supremasi hukum, keamanan dan ketertiban.

B. Hasil Penelitian

(BPBD). Dimana dalam maksud dari pembentukan BPBD ini memberikan solusi
atau program program yang mampu meminimalisir terjadinya banjir baik itu
sebelum banjir, saat banjir dan setelah banjir.

Sejak lahirnya kebijakan tersebut sudah ada beberapa program vang telah
dikerjakan oleh BPBD lJeneponto diantaranya adalah pembagian sembako kepada

korban banjir yang terjadi di tahun 2019 di beberapa desa di leneponto,




pembuatan tanggul sungai di Desa Sapanang rekontruksi jembatan munte dan
kolaborasi pendampingan relawan BPBD, BNPB dan Pusat study penanganan
Banjir Unhas.

Kemudian konsep yang dibaut dalambmengevaluasi sebuah kebijakan yang

1. Efekti

At 1] / - \\\“n"

dengan apa yang s
Berdasarkan hasil wawancara dari SF selaku Sekertaris BPBD terkait

Efektivitas dari perda No 2 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

“Ketika berbicara tentang perda No 2 Tahun 2013 ini memang hal yang
harus terus diperhatikan bagaimana tingkat keberhasilan dari dikeluarkannya
aturan tersebut dimana aturan ini kan membahas tentang pembentukan BPBD
sebagai sebuah instansi yang mengarusi tentang kebencanaan yang dialami oleh
kabupaten Jeneponto. tentunya ini menjadi sangat vital karna dengan dibentuknya
BPBD maka sudah ada instansi yang secara konsern mengurusi persoalan bencana
alam seperti banjir, adapun program-program yang sudah dikeluarkan dalam
penanganan banjir adalah pembangunan tanggul yang ada di Desa Sapanang juga
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menjadi Desa rawan banjir itu sebabnya dilakukan pembangunan tanggul™ (Hasil
wawancara pada tanggal 02 Maret 2021). '

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan di atas kita dapat

kesimpulan bahwa dengan dikeluarkanya perda no 2 tahun 2013 tentang

Jeneponto terkait bagaimana keseriusannya dalam hal hal yang dianggap menajdi
persoalan yang urgen yang harus diperhatikan.

Sama halnya yang disampaikan oleh SM selaku Masyarakat sckaligus
wartawan yang memberikan pendapatya tentang Efektivitas dari Perda no 2
Tahun 2013 yang mengatakan bahwa:

“Bicara soal Efektivitas dari sebuah kebijakan itu tentunya kita harus betul
betul bisa melihat secara objektif dalam memberikan penilaian apakah suatu
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kebijakan dianggap berhasil atau sebaliknya sama halnya ketika dikeluarkan nva
Perda tentang pembentukan BPBD itu kan suatu hal yang sudah wajib dilakukan
karna selama ini kan memang tidak ada instansi yang fokus terkait kebencanaan
dan sebelumnya itu kita tidak melihat keseriusan dari pemerintah ketika terjadi
bencana jadi langkah yang dilakukan pemerintah saya rasa cukup tepat, persoalan
nanti kinerja dari BPBD baik atau buruk bisa kita u_;l ketika terjadi I}E:ncam dan
hari ini bisa kita lihat bahwa BPBD Jenepg
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bencana banjir angg pengungsian
serta membagikan se pada tanggal

16 Maret 2021).
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sudah ada opini

vang berkembang dimasyarakat tentang kinerja dari BPBD Jeneponto yang sudah
dianggap sampai saat ini sudah cukup baik itu artinya perda yang dikeluarkan oleh
pemerintah terkesan efektif dalam penangan bencana terkhusus banjir kamna

kinerja BPBD yang responsif ketika terjadi banjir dibeberapa desa yang ada di

Jeneponto.
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Berbeda dengan wawancara yang dilakukan bersama AW yang
mengatakan bahwa :

“Kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah terkait pembentukan
BPBD dalam rangka untuk mengurus mengenai bencana alam ketika terfjadi di

Jencperﬁn itu sudah tepat namun ketika berbicar: mcngena: efektifitas dari aturan
ini dengan melihat kinerja dari BPBD@aya kira masih banyak yang harus di
benahi terkait bagaimana BPBD g chbuah mitigasi bencana, terbukti
ketika terjadi banjir di Jenepe ] EP'BD sangat lambat

dalam mengantisipasi hal
segi materi dan sumbej
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bersama BK yang dimana berpendapat bahwa:

“Langkah pemerintah sudah tepat tapi harusnya pemerintah tidak hanya
berhenti sampai pada mengeluarkan aturan saja tapi pemerintah juga memfasilitasi
‘apa apa saja yang menjadi kekurangan aturan yang dikeluarkan tersebut, aturan ini
kan terkait pembentukan instansi tentunya banyak hal vang dibutuhkan instansi itu
ketika sudah dibentuk nah semuai ini harus dipenuhi sehingga kinerjanya bisa
maksimal dan berjalan sesuai dengan apa yang sudah di tentukan. Saai ini BPBD
kekurangan anggaran dan sumber daya manusia hal ini yang harusnya pemerintah
Jeneponto perhatikan, Berikan anggaran yang besar kepada BPBD schingga
mereka bisa menarik sumber daya manusia untuk bergabung dan yang lebih




penting BPBD mampu membuat program andalan vang bisa membantu ketika
terjadi bencana” (Hasil wawancara pada tanggal 16 Maret 2021),

Dari hasil wawancara dari narasumber BK dapat disimpulkan bahwa

pemerintah diharapkan lebih memperhatikan apa yang menjadi kekurangan dari

2ﬂ!3tentmgpﬂmtukan PBD. D ; ah yang jadi patokan kila
apakah kﬂhuakan ini bisa dianggap efektlf atau belum dalam penanganan bencana
dalam hal ini banjir dan saya bisa katakan bahwa efektifitas dari kebijakan ini
sudah baik karna dengan adanya aturan ini itu BPBD dibentuk dan diben tugas
dan fungsi untuk membantu penanganan bencana, tugas BPBD ini di uji ketika
terjadi bencana dijenponto vang dimana memakan korban sebanyak 15 orang
meninggal dan merusak rumah warga sebanyak 644 rumah dan ditahun 2020 it
dengan kinerja yang baik dan melakukan beberapa program BPBD berhasil
melakukan pencegahan dengan baik schingga jumlah korban pun yang meninggal
lebih sedikit yaitu 1 korban jiwa itu artinya BPBD sudah siap dalam mengahapi
banjir ditahun 2020 dibandingkan tahun 2019”, (Hasil wawancara pada tanggal 16
Maret 2021).
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di atas dapat disimpulkan
bahwa kinerja dari BPBD Jeneponto sudah efektif kama sudah dianggap
mengeluarkan kebijakan kebijakan yang membantu mengurangi angka kerusakan

maupun korban jiwa yang dialami masyardkat jeneponto ketika terjadi banjir di

Rl

LY 1]

Efesiensi adalah berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk
meningkatkan tingkat efektifitas tertentu, pendekatan ini juga mengukur sumber
dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Jeneponto dalam pembentukan

sampai dalam pengawalan sebuah kebijakan.
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama narasumber

AW  vang berpendapat mengenai efesiensi dari perda no 2 tahun 2013 tentang
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pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengatakan
bahwa:

“Ketika berbicara tentang perda ini apakah sudah efesien atau tidak saya
rasa sudah cukup efesien karna setelah perda keluar dan pembentukan instansinya
telah selesai anggaran yang dikeluarkan pén ah Jeneponto itu sudah tidak
terlalu besar lagi dalam menangani b i 'bandmgkan sebelumnya ketika
be]um ada 'mstansi yang menar

.......
---------
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Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama AM dapat
disimpulkan bahwa perda ini sudah cukup efesien dalam segi anggaran karna

kehadiran BPBD Jeneponto mampu memberikan solusi yang tidak membutuhkan

banyak anggaran tapi berjalan dengan efektif.
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Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan SF selaku
Sekertaris BPBD Jeneponto yang juga berpendapat terkait perda no 2 tahun 2013
ini apakah sudah cfesien mengatakan bahwa”

“"Memang dengan dikeluarkanya pe
dengan baik apalagi perda ters
mengurus tentangi kebencanaan, te
agar kinerja dari instansi dalany
Apalagi BPBD telah meng uz

1z noElalmnEﬂ]]mlhnmsdjkawa]
nai pembentukan instansi yang
: tuhanyanghm:sdlpmuhl

Rekontruksi BPBD Jeneponto yang memperkuat argumentasi dari wawancara

diatas mengatakan bahwa:

“Jadi betul jika dikatakan bahwa dengan lahimya perda ini dapat
mengefesienkan dari segi anggaran kama kinerja dari BPBD juga cukup baik
dalam mengelola anggaran yang diberikan oleh pemerintah Jeneponto. Namun
vang menjadi kekurangan dan masukan kami untuk pemerintah Jeneponto saat ini
adalah itu terkait lagi dengan anggaran, baiknya anggaran untuk BPBD itu
dinaikkan karna kenapa banyak kebutuhan yang ahrus kami penuhi apalagi ketika
terjadi banjir dan biasanaya itu terjadi di bulan januari otomatis banyak yang
harus disediakn untuk menagntisipasi banjir tersebut dan saya kira pemerintah
harus belajar dari kejadian yang terjadi di tahun 2019 dimana saat itu kami dari




pihak BPBD cukup kewalahan dikarnakan banyak persediaan yang kurang dalam
mebantu korban banjir” (Hasil wawancara pada tanggal 10 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah disampaikan narasumber dapat

disimpulkan bahwa perda ini memang hagus terus dikawal apalagi ini terkait
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langsung membuat sebuah kebijakan yang bisa mengatasi persoalan ditengah
masyarakat sechingga masayarakat merasa puas akan kinerja dari pemerintahnya.
Kehadiran pemerintah ditengah masayarakat saat ini sangat dibutuhkan tak
terkecuali di Kabupaten Jeneponto dimana masyarakat yang mengalami bencana

banjir bandang selama 3 tahun tekahir dari tahun 2018 2019 dan 2020 tentunya
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menunggu teroban apa yang akan dibut pemerintah untuk menangani persoalan
tersebut.
Melihat dari persoalan yang dialami masyarakat mengenani banjir |

bandang itu sebenamya pemerintah sudahdmengelurkan perda no 2 tahun 2013

Penanggulangan Bencana
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di tahun 2018 sa
lewa Perda no 2 ini

dianggap bahwa Jeneponto itu aman dari bencana apalagi banjir namun kenyataan
nya Jeneponto mengalami banjir bandang yang boleh dikata cukup besar karna
hampir semua kecamatan yang ada itu mengalami banjir dan puncak dari banjir
tersebut ada di 3 kecamatan tekhusus di kecamatan Binamu desa Sapanang itu
mengalami Kerugian dan kerusakan yang sangat parah™ (Hasil wawancara pada
tanggal 16 Maret 2021),

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh narasumber dapat

disimpulkan bahwa pemerintah belum cukup respon dalam menanagani banjir

yang ada di Jeneponto karna lewat peraturan yang dikeluarkan yaitu perda no 2




tahun 2013 tentang pembentukan BPBD Jeneponto dianggap kecolongan karna
tidak mempersiapkan dengan baik mitigasi bencana mulai dari salah prediksi dan
cenderung menaggap bahwa banjir bandang susah terjadi di Jeneponto karna

daerah tersebut kering tinggi dan intensitashhujan sangat kurang, dari semua hal

A vﬂas ketika ditinjau dari
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mengawasi apa saja yang dibutuhkan oleh pihak BPBD dalam menangani kasus

kasus bencana seperti banjir yang sudah terjadi tiga tahun terkahir ini di

Kabupaten Jeneponto.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Menurut Dunn dalam (Gustiance, 2019) Efektivitas berasal dari kata

efektif yang mengandung penegertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai
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tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut hasil guna. Efektivitas selalu
terkait dengan hubungan antara hasil yang sesungguhnya dicapai. Fvaluasi

kebijakan dalam penanaganan banjir di Kabupaten Jeneponto yang dilakukan
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Penanganan Banjir di Kabupaten Jeneponto dimana pemerintah sudah
mengeluarkan aturan terkail penanganan bencana dalam hal ini banjir yaitu Perda
No 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
yang dimana dengan dikeluarkannya aturan tersebut secara otomatis dapat
menjadi upaya pemerintah dalam penanganan bencana banjir yang terjadi di

Jeneponto meskipun banyak hambatan yang dialami oleh BPBD sendiri tapi
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semua itu tetap diupayakan agar ketika terjadi banjir itu sudah di antisipasi dan
dipersiapkan dengan baik.

Berkaitan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terkait

Tnintmerahanty dart kesigapar
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¥

yang terjadi pada tahun 2019 dan banyak program lainnya tang telah dilakukan
selama terjadi banjir di Jeneponto.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Perda No 2 Tahun
2013 tentang pemebtukan Badan Penanggulan Bencana Daerah Jeneponto sudah
berjalan dengan efektif karna tugas dan fungsi dari BPBD sudah dilaksakan

dengan cukup baik dalam penanganan banjir yang terjadi di Jeneponto meskipun
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masih banyak kekurangan dari perda ini tapi setidaknya dengan lahirmya perda
tersebut membuat persoalan bencana sudah ada instansi vang fokus menangani
kebencanaan, serta pemerintah juga harus terus melakukan pengawasan dan

komunikasi dengan BPBD terkait apa yadg harus dipenuhi untuk penanganan
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ketika berbicara mengenai efisiensi itu be

ketika berada dalam bentuk sebuah kebijakan yang dimana dalam perda No 2
tahun 2013 tenatng pembentukan BPBD ini mempunyai program yang pastinya
tidak lepas dari anggaran yang harus dipenuhi dalam rangka menyukseskan
program tersebut namun harus seefisien mungkin artinya dengan anggaran yang
lumayan besar harus juga tepat sasaran karna jangan sampai itu berjalan tidak

tepat sehingga semua kalangan termasuk pemerintah harus terus mengawal terus




apa saja yang dibutuhkan oleh BPBD untuk menangani banjir yang ada di
Jeneponto, selain itu bukan hanya materi tetapi sumber daya manusia juga harus
diperhatikan.

anwa kﬂbij&kﬂn atau

perda yang dikelus f‘/‘!\q MUH4 2;2-\ :

W o
y ,AQ WP “A"""@ 4@
: ‘ \\\\‘\im,////, “

s |
mlgiiing

Efesien dan Efekt
bandang di tahun 2020 itu bisa diatasi dengan baik.Berdasarkan hasil penjelasan
dan wawancara dapat disimpulkan bahwa Efisiensi dari kebijakan yang telah

dikeluarkan oleh pemda Jeneponto yaitu perda No 2 Tahun 2013 sudah cukup

efisien dari segi pemakain anggaran.
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3. Responsivitas
William N. Dunn dalam (Gustiance, 2019) mendefinisakan bahwa

Responsivitas adalah bentuk kepekaan dan kemapuan dari pemerintah dalam

menyelenggarakan pelayanan, K

pemerintah dalam membuiat reg
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2013 tentang per
dimana dampak
terjadi bencana seperti banjir jadi pemerintah sudah responsif dalam melihat
persoalan sedangakan pandangan kedua berpendapat bahwa responsivitas dari
pemerintah dalam melihat persoalan masih kurang karmna pemerintah hanya
sampai pada mengelurkan perda setelah itu terkesan acuh lagi karna Pemerintah
Jeneponto menganggap bahwa banjir bandang sulit menimpa daerah tersebut

karna daerah Jeneponto itu didataran tinggi dan sering terjadi kekeringan namun




semua itu terbantahkan karna banjir sudah 3 tahun terkahir sudah melanda daerah
Jeneponto puncaknya tahun 2019 yang banyak memakan korban dan merusak

fasilitas umum.
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A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Evaluasi Kebijakan Pemerintah

Dalam Penanganan Banjir .- i Jeneponto, maka dirumuskan
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2. Efesiensi
Dapat disimpulkan bahwa Efesiensi dalam hal anggaran sangat
berpengaruh terkait ketika ingin mengevaluasi kebijakan seperti yang
dilakukan peneliti menemukan data bahwa kebijakan atau perda yang

dikeluarkan pemda Jeneponto terkait pembentukan BPBD itu cukup berjalan

baik.




3. Responsivitas
Dari  ketidaksiapan dan responsivitas yang kurang dimiliki
pemerintah Jeneponto maupun BPBD inilah dalam menghadapi  banjir

sehingga akhimya kewalahan dalam gmenangani banjir ditahun 2019 yang

membuat  banyak korban //\,{; :

masyarakat BPBD dan Pemerintah sendiri agar setiap program yang

dibuat untuk penanganan banjir bisa tepat sasaran

3. Responsivitas dari BPBD dan Pemerintah harus lebih ditingkatkan
lagi harus lebih siap dalam mengahadapi bencana banjir agar tidak
adalagi kejadian yang lebih buruk dari yang sudah dialami

sebelumnya.
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Gambar, 1 PTSP Privinsi




Gambar. 2 DPPTSP Jeneponto
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Gambar. 3 Izin Penelitian
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Gambar. 4 Wawancara Sekertris BPBD Jeneponto
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Gambar, 6 Wawancara Masyarakat




Gambar. 7 Struktur Organisasi Dan Personalia Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jeneponto
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